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. STANDAR SISTEM INFORMASI

RASIONAL

Salah satu tujuan Universitas Diponegoro adalah meningkatkan profesionalitas,

kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan

perguruan tinggi, dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan



komunikasi, maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan
yang mutlak harus dipenuhi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Oleh
karena itu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menetapkan standar sistem

informasi.

SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI

STANDAR

2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Sumber Daya sebagai Pimpinan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian

DEFINISI ISTILAH

Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Universitas Diponegoro antara lain: SIM
Akademik; SIM Sumberdaya Manusia; SIM Keuangan; SIM Sarana dan
Prasarana; SIM Kemahasiswaan dan Alumni; SIM Perpustakaan; SIM Penelitian
dan Pengabdian.

PERNYATAAN ISI STANDAR

4.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan sistem informasi
untuk semua bidang yang efektif dan efisien.

4.2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan fasiiitas informasi
yang memadai dan mudah diakses.

4.3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memelihara sistem informasi

STRATEGI

5.1. Pimpinan fakultas menyediakan prasarana dan sarana system informasi
manajemen di tingkat fakultas.

5.2. Pimpinan universitas, fakultas, program studi, bagian, dan unit-unit yang lain
melaksanakan perawatan prasarana dan sarana sistem informasi
manajemen

INDIKATOR
6.1. Terlaksananya Sistem Informasi

6.2. Tersedianya kemudahan dan kecukupan akses sistem informasi



6.3. Terlaksananya maintenance sistem informasi

DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan sistem

informasi manajemen.

REFERENSI

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang
Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 25).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

3.11.

8.12.

8.13.

8.14,

8.15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang
Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
302).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6461).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721).
Peraturan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia Nomor
73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasionat
Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 831).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024
tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas
Diponegoro.

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.




